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Artikel ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan 
perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, 
terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian Hukum, akta Notaris 
juga menghindari terjadinya sengketa, menuangkan sebuah perbuatan, perjanjian, 
ketetapan dalam bentuk akta Notaris dianggap lebih baik di banding menuangkan 
dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga 
diperkuat oleh tanda tangan para saksi. Untuk itu maka kekuatan pembuktian 
peralihan hak ekonomi atas ciptaan melalui akta notaris memiliki kekuatan 
pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan Akta dibawah tangan atau 
perjanjian dibawah tangan, karena akta di bawah tangan masih memiliki potensi 
untuk pengingkaran oleh para pihak-pihak. 











This article is a legal research that uses a statutory approach, a concept 
approach and a case approach. The results showed that the notary deed is a 
perfect, strongest and fullest proof so that in addition to guaranteeing legal 
certainty, the notary deed also avoids disputes, poured out an act, agreement, 
stipulation in the form of a notary deed considered better than pouring in a letter 
under hand, even though it was signed on a stamp, which was also strengthened 
by the witnesses' signatures. For this reason, the power of proof of the transition 
of economic rights to creation through a notarial deed has a perfect proof of 
power compared to the underhanded deed or underhanded agreement, because 
the deed under the hand still has the potential for denial by the parties.  
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Dalam Akta Notaris mengenai peralihan hak ekonomi, terdapat klausul 
yang ditujukan untuk melindungi kepentingan para pihak yang akan 
melakukan proses peralihan. Klausul yang dapat diperjanjikan antara lain: 
a. Jangka Waktu (Baik berdasarkan kesepakatan dan undang-undang Hak 
Cipta) 
b. Identitas pencipta tetap melekat secara abadi meskipun hak 
ekonominya beralih 
c. Para Pihak Bersedia Membuat Perubahan kesepakatan dengan 
berdasarkan kesepakatan baru dari para Pihak. 
d. Hak Ekonomi yang telah dialihkan tidak dapat dialihkan untuk kedua 
kalinya 
 
Kekuatan pembuktian peralihan hak ekonomi atas ciptaan melalui akta 
notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan 
dengan Akta dibawah tangan atau perjanjian dibawah tangan, karena akta 
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